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ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam sistem
administrasi perpajakan di Indonesia. Salah satunya adalah implementasi core tax
administration  system,  yang  dirancang untuk  menyederhanakan,
mengotomatisasi, dan meningkatkan efisiensi proses perpajakan. Penelitian ini
bertujuan untuk memahami bagaimana sistem baru ini memengaruhi cara kerja
konsultan pajak, yang selama ini berperan penting dalam membantu wajib pajak
memenuhi kewajiban perpajakannya. Menggunakan pendekatan kualitatif
interpretif serta kerangka teori UTAUT, peneliti mewawancarai lima konsultan
pajak aktif di Kota Denpasar. Penelitian ini dilaksanakan bertepatan dengan fase
awal pelaksanaan core tax administration system secara nasional. Pemilihan
waktu tersebut memungkinkan peneliti untuk menangkap respons awal para
konsultan pajak terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan secara
langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun core tax administration system
membawa banyak kemudahan, seperti pelaporan yang lebih cepat dan data yang
terintegrasi, kenyataannya para konsultan pajak masih menghadapi tantangan
berupa sistem eror, keterbatasan akses, serta tuntutan untuk terus belajar dan
beradaptasi. Dukungan dari asosiasi profesi dan kebijakan pemerintah menjadi
kunci penting dalam proses adaptasi ini. Secara teoretis, penelitian ini
memperkaya literatur mengenai penerimaan teknologi dalam bidang jasa
profesional melalui model UTAUT. Secara praktis, penelitian ini memberikan
wawasan bagi konsultan pajak, otoritas perpajakan, dan institusi pendidikan
dalam menghadapi tantangan digitalisasi serta merumuskan strategi adaptif yang
tepat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital
perpajakan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan juga kesiapan
pengguna dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Core Tax Administration System, Digitalisasi Perpajakan,
Konsultan Pajak, UTAUT
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TAX DIGITALIZATION: THE IMPACT OF CORE TAX
IMPLEMENTATION ON THE TAX CONSULTANT
PROFESSIONAL WORK SYSTEM IN DENPASAR CITY

Luh Indry Sulistyawati
2415664013
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The advancement of digital technology has brought significant changes to
Indonesia's tax administration system. One example is the implementation of the
core tax administration system, designed to simplify, automate, and improve the
efficiency of the tax process. This study aims to understand how this new system
impacts the work of tax consultants, who have played a crucial role in assisting
taxpayers in fulfilling their tax obligations. Using a qualitative, interpretive
approach and the UTAUT theoretical framework, the researchers interviewed five
active tax consultants in Denpasar City. This research was conducted during the
initial phase of the national core tax administration system implementation. This
timing allowed researchers to directly capture the initial responses of tax
consultants to the changes in the tax administration system. The results indicate
that although the core tax administration system offers many conveniences, such
as faster reporting and integrated data, tax consultants still face challenges such
as system errors, limited access, and the need to continuously learn and adapt.
Support from professional associations and government policies is key to this
adaptation process. Theoretically, this study enriches the literature on technology
adoption in professional services through the UTAUT model. Practically, it
provides insights for tax consultants, tax authorities, and educational institutions
in facing the challenges of digitalization and formulating appropriate adaptive
strategies. This study confirms that the success of digital tax transformation is
determined not only by technology but also by user readiness and the
collaboration of all parties involved.

Keywords: Core Tax Administration System, Tax Consultant, Tax
Digitalization, UTAUT
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang terus mengalami kemajuan menuntut seluruh pengguna perpajakan
untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Penerapan teknologi digital dalam
sistem perpajakan dapat menekan ketergantungan pada mekanisme manual
yang rawan terhadap kesalahan dan menghabiskan banyak waktu. Dengan
adanya sistem perpajakan yang terhubung secara online, proses administrasi
perpajakan dapat ditingkatkan, sehingga menghemat biaya operasional wajib
pajak dan mengurangi potensi kesalahan (Ardika et al., 2023). Dalam bidang
perpajakan mengalami perkembangan dengan dilaksanakannya core tax
administration system. Core tax administration system merupakan salah satu
bentuk reformasi pajak dengan tujuan memberikan kemudahan proses bisnis
perpajakan. Kemudahan akses dan transparansi informasi pajak melalui sistem
digital diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kekuatan otoritas
pajak dan kepercayaan wajib pajak (Darmayasa et al., 2022).

Core tax administration system merupakan aktualisasi dari e-government
yang memiliki tujuan peningkatan kualitas pelayanan yang mudah,
menghemat waktu, dan transparan sehingga meminimalkan pengeluaran biaya
(Haryaningsih & Abao, 2020). Proses integrasi data melalui core fax

administration system memungkinkan layanan perpajakan yang lebih cepat



dan tepat sasaran sehingga meningkatkan kepatuhan sukarela (Darmayasa &
Hardika, 2024). Core tax administration system memanfaatkan sistem
informasi berbasis Commercial Off-The Shelf (COTS) yang membantu dalam
mengambil keputusan. COTS merupakan paket aplikasi, sub sistem, dan
perangkat lunak yang sudah disempurnakan sesuai dengan standar dan siap
untuk penggunaan komersial. Sistem perpajakan menjadi mudah, terintegrasi,
dan akurat karena Commercial Off-The Shelf (COTS) dilengkapi dengan
perbaikan basis data. Dengan adanya perkembangan teknologi ini tentunya
menciptakan peluang dan tantangan baru untuk mendorong otoritas pajak
menciptakan suatu proses bisnis searah dengan perkembangan teknologi
kedepannya (Darmayasa, Diana, et al., 2024).

Pembaruan Core tax administration system adalah bagian dari reformasi
perpajakan melalui sistem teknologi informasi dalam administrasi pajak
dengan tujuan untuk mengotomatisasi jalan bisnis yang dilakukan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak yang memegang otoritas pajak (PPAK,
2024). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengupayakan reformasi perpajakan
guna mengunggulkan penerimaan pajak yang akan bermanfaat untuk
pertumbuhan dan kemakmuran negara. Untuk mencapai tujuan ini, Core tax
administration system menjadi upaya untuk mewujudkan sistem informasi
administrasi perpajakan yang lebih efisien untuk peningkatan pelayanan dan
pengawasan perpajakan (Sabila, 2023).

Reformasi perpajakan jilid I yang dilakukan pada tahun 2002 sampai

dengan 2008 yang tertuju pada perbaikan sumber daya manusia (SDM),



organisasi dan proses bisnis saat itu masih sangat sederhana dengan beragam
permasalahan perpajakan yang ada. Berlanjut dengan reformasi perpajakan
jilid 1T yang bergulir pada tahun 2006 sampai dengan 2016 yang tertuju pada
kemudahan berusaha (business friendly) sebagai respons atas perlambatan
ekonomi dunia pasca krisis keuangan global. Berlanjut ke reformasi
perpajakan jilid III yang sedang berproses hingga saat ini. Reformasi
perpajakan jilid III berfokus pada perbaikan regulasi serta Core Tax
Administration System (PUTRA, 2023; Putri & Najicha, 2021).

Melalui core tax administration system yang telah dirancang sejak tahun
2018, pemerintah mendukung upaya reformasi di bidang perpajakan dengan
tujuan otomatisasi sistem yang lebih praktis dan mudah. Sistem yang
diotomatisasi menyangkut proses pendaftaran wajib pajak, pengelolaan surat
pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, prosedur pembayaran pajak,
serta aktivitas penyelidikan dan penagihan pajak. Otomatisasi memungkinkan
analisis data yang lebih akurat serta menekankan peningkatan pelayanan
kepada wajib pajak. Dengan core tax administration system, profil risiko
kepatuhan setiap wajib pajak dapat ditentukan secara otomatis dengan analisis
data yang terintegrasi (Darmayasa & Hardika, 2024).

Pada core tax administration system terdapat 21 proses bisnis DJP yang
akan dirancang ulang diantaranya pendaftaran, pengawasan kewilayahan,
pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, data pihak ketiga,
exchange of information (EOI), penagihan dan taxpayer management (TPM).

Selain itu juga pada pemeriksaan, mencakup pemeriksaan bukti pemeriksaan



dan penyidikan, compliance risk management (CRM), business intelligence,
document management system, data quality management, keberatan dan
banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, serta
knowledge management (PPAK, 2024). Salah satu perubahan signifikan yaitu
taxpayer management, yang merupakan proses bisnis yang penting dalam
sistem administrasi perpajakan dengan tujuan untuk mengelola dan memantau
seluruh pengelolaan data wajib pajak. Pendekatan baru ini diharapkan dapat
mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, kemudahan ini
juga menjadi perhatian bagi profesi konsultan pajak karena kemajuan
teknologi telah menyebabkan otomatisasi sejumlah tugas konsultan pajak.

Tetapi tidak bisa dipungkiri, konsultan pajak memiliki andil penting
dalam mengembangkan sektor perpajakan nasional. Peran konsultan pajak
yang sentral dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak
(Darmayasa, Hardika, et al., 2024), serta ikut meneruskan informasi segala
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan segala perkembangan yang
ada, konsultan pajak harus mengikuti arah dari otoritas pajak. Sikap adaptif
ini perlu diambil apabila konsultan pajak ingin tetap relevan di tengah
gelombang perubahan (Wildan, 2023).

Digitalisasi telah menjadikan peran konsultan pajak sebagai salah satu
pekerjaan yang paling terpengaruh oleh otomatisasi. Ketua Ikatan Konsultan
Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan, juga menyampaikan bahwa profesi
konsultan pajak bisa terdisrupsi jika tidak diantisipasi dengan baik (IKPI,

2023). Core tax administration system dapat memunculkan dampak signifikan



terhadap fokus dan peran konsultan dalam ekosistem perpajakan.
Pengembangan fitur yang menyebabkan proses menjadi lebih otomatis karena
data wajib pajak telah terisi berdasarkan informasi dari berbagai sumber
seperti lembaga keuangan, menunjukkan perlunya adaptasi bagi para
konsultan pajak agar terus update hal digital (Butarbutar, 2024). Meskipun
demikian, masih terdapat kemungkinan nilai personal dan layanan berkualitas
dari peran manusia tetap tak tergantikan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, bertambahnya
kompleksitas regulasi perpajakan, serta beragamnya proses bisnis dan usaha,
sistem perpajakan pastinya harus terus berkembang. Sebagai seorang
konsultan pajak, melihat perubahan dalam sistem administrasi perpajakan
adalah hal yang biasa. Core tax administration system hadir dengan maksud
utama untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai proses
perpajakan. Dengan sistem yang lebih terstruktur, core tax administration
system diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam
menjalankan hak dan kewajibannya (Wiyono, 2024).

Dunia yang berubah dan berkembang cepat saat ini, pekerjaan
memerlukan adaptasi dan inovasi yang konstan agar tetap relevan dan
kompetitif. Keberadaan profesi ini sangat bergantung pada kemampuan
individu untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang
relevan. Dengan hadirnya berbagai fasilitas teknologi yang berkembang dalam
profesi ini, mereka harus dapat memahami dan mengendalikan teknologi agar

profesi ini tidak tergeser oleh digitalisasi (Cakra Dewa et al., 2022). Dengan



demikian, penting bagi profesi untuk meningkatkan kompetensi digital dan
keterampilan analitis agar tetap relevan di era teknologi yang berkembang
pesat (Hadi & Diantoro, 2024).

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, peneliti melihat
adanya dampak yang ditimbulkan dari peluncuran core tax administration
system pada profesi konsultan pajak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk
menggali lebih dalam terkait bagaimana pengaruh core tax administration

system terhadap sistem kerja konsultan pajak di Kota Denpasar?

. Rumusan Masalah

Core tax administration system merupakan salah satu bentuk reformasi
pajak dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan yang mudah, menghemat
waktu, dan transparan sehingga meminimalkan pengeluaran biaya. Dengan
seluruh aksesibilitas dan sistem yang lebih terstruktur, core tax administration
system diharapkan dapat menyediakan kemudahan bagi wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Namun, kemudahan ini juga
menjadi perhatian bagi profesi konsultan pajak karena kemajuan teknologi
telah menyebabkan otomatisasi sejumlah tugas konsultan pajak. Adanya
fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam
mengenai bagaimana core tax administration system berpengaruh terhadap
profesi konsultan pajak. Maka dari itu, rumusan masalah yang timbul adalah
bagaimana pengaruh implementasi core tax administration system terhadap
efektivitas profesi konsultan pajak di Kota Denpasar dalam melakukan

manajemen wajib pajak.



C. Batasan Masalah

Pengembangan teknologi informasi pada core tax administration system
membuat sistem efisien dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Tetapi
dalam proses berlangsungnya tentu menimbulkan dampak dengan perspektif
yang berbeda terhadap penggunaan core tax administration system. Terdapat
21 proses bisnis yang berubah sebagai akibat dari penerapan core tax
administration system, 6 proses diantaranya berhubungan langsung dengan
wajib pajak yaitu pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, pelaporan SPT,
layanan wajib pajak, manajemen akun wajib pajak, dan sistem manajemen
pengetahuan. Maka dari itu, peneliti membatasi penelitian pada pengaruh core
tax administration system terhadap sistem kerja konsultan pajak. Informan
dibatasi pada konsultan pajak yang aktif memberikan jasa layanan perpajakan

kepada wajib pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dijelaskan bahwa
digitalisasi perpajakan menimbulkan dampak terhadap jalannya proses
administrasi perpajakan. Dengan berbagai dampak kemudahan yang
timbul akibat penerapan core tax administration system menimbulkan
otomatisasi sejumlah tugas konsultan pajak. Maka dari itu, penelitian ini
bertujuan untuk memahami lebih lanjut mengenai dampak implementasi
core tax administration system terhadap profesi konsultan pajak di Kota

Denpasar dalam melakukan manajemen wajib pajak.



2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua kalangan. Adapun
manfaat yang diharapkan tercapai sehubungan dengan penelitian ini
yaitu:
a. Manfaat Teoretis
Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai
penerapan teknologi dalam sistem perpajakan, khususnya dalam
konteks penggunaan core tax administration system. Hasil penelitian
dapat memperkaya literatur tentang digitalisasi perpajakan, yang
menjadi topik penting dalam perkembangan administrasi pajak.
Selain itu akan menambah pengetahuan tentang dinamika antara
kebijakan perpajakan, teknologi, dan persepsi profesi yang terlibat
yaitu konsultan pajak.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Konsultan Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memaparkan informasi
mengenai tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh
konsultan pajak dalam mengimplementasikan core tax
administration system. Dengan mengetahui tantangan tersebut,
konsultan pajak dapat mencari solusi atau strategi yang tepat
untuk mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan kualitas

layanan profesi.



2)

3)

4)

Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan
dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan edukasi core
tax administration system kepada masyarakat. Karena proses
penerapan sistem baru core tax administration system
memerlukan proses dan waktu hingga sistem ini bisa diterima
dengan baik oleh semua pihak terkait.
Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
yang berharga bagi Politeknik Negeri Bali dalam upaya
peningkatan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja
serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian
terhadap mahasiswa khususnya Jurusan Akuntansi dalam
memecahkan permasalahan yang ada dalam dunia kerja.
Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa
khususnya kelas RPL dalam mengembangkan kemampuan
analisis terhadap bagaimana sebuah sistem teknologi dapat
memengaruhi praktik profesional dalam bekerja. Mahasiswa
diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya di bidang
perpajakan spesifiknya perkembangan core tax administration
system serta memperluas wawasan terkait transformasi digital

dalam administrasi pajak di Indonesia.



BAB YV
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini telah menjelaskan implementasi core tax administration
system membawa dampak signifikan terhadap sistem kerja profesi konsultan
pajak di Kota Denpasar, khususnya dalam hal otomatisasi tugas-tugas
administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem ini di satu
sisi menawarkan efisiensi, transparansi, dan integrasi proses perpajakan yang
sebelumnya terpisah ke dalam satu platform digital yang sentral. Hal ini
meningkatkan ekspektasi terhadap kemudahan dan kecepatan layanan
perpajakan. Namun, dalam implementasinya core tax administration system
masih menghadapi sejumlah kendala teknis seperti ketidakstabilan sistem,
keterbatasan fitur, dan gangguan akses yang menghambat efektivitas kerja
konsultan pajak. Meskipun para konsultan pajak telah berusaha mengikuti
pelatihan dan sosialisasi, perbedaan antara kemajuan sistem dan kesiapan
pengguna masih cukup signifikan. Pengaruh sosial dari asosiasi profesi juga
berperan dalam membentuk respons positif dan kolaboratif para konsultan
dalam mengadopsi sistem ini.

Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti infrastruktur digital,
aplikasi bantu, dan kecepatan jaringan internet menjadi tantangan tersendiri
dalam pemanfaatan optimal core tax administration system. Ditengah
tantangan tersebut, konsultan pajak tetap berperan penting sebagai

penghubung antara wajib pajak dan otoritas, serta dituntut untuk
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meningkatkan kompetensi digital agar tetap relevan di era digitalisasi
perpajakan. Secara umum, core tax administration system mendorong
transformasi peran konsultan pajak dari fungsi administratif ke arah yang
lebih strategis dan berbasis teknologi, namun keberhasilan implementasinya
sangat bergantung pada kesiapan teknis sistem, edukasi berkelanjutan, dan

adaptasi pengguna di lapangan.

. Implikasi

Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi baik dalam ranah teori,
praktik, maupun kebijakan. Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini memperkaya
literatur tentang penerimaan teknologi dalam konteks digitalisasi perpajakan,
khususnya melalui pendekatan model Unified Theory of Acceptance and Use
of Technology (UTAUT). Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspektasi
kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan dukungan fasilitas memainkan
peran penting dalam menentukan sejauh mana konsultan pajak menerima dan
menggunakan core tax administration system. Temuan ini memperkuat
relevansi UTAUT dalam memahami adopsi teknologi di bidang jasa
profesional, dan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin
mengeksplorasi faktor-faktor lain seperti kepercayaan terhadap sistem,
tingkat stres pengguna, atau tantangan teknis di lapangan.

Secara praktis, penelitian ini menyadarkan kita bahwa transisi ke sistem
digital seperti core tax administration system tidak hanya menuntut
perubahan teknis, tetapi juga kesiapan mental dan adaptasi yang kuat dari para

konsultan pajak. Mereka dituntut untuk lebih terbuka terhadap pembaruan,



45

aktif mencari informasi, dan memperkuat kemampuan digital agar tetap
relevan dengan perkembangan sistem. Di sisi lain, penting juga bagi kantor
konsultan pajak untuk menyesuaikan cara kerjanya, seperti menyediakan
sarana teknologi pendukung dan memastikan stafnya mampu memanfaatkan
sistem dengan efektif. Dalam hal ini, asosiasi profesi seperti IKPI juga punya
peranan besar sebagai wadah belajar bersama dan berbagi solusi antarpraktisi.

Sementara itu, dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini memberikan
masukan berharga bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meskipun core tax
administration system hadir dengan semangat modernisasi dan efisiensi,
nyatanya masih banyak tantangan teknis di lapangan yang dihadapi para
pengguna, terutama konsultan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) diharapkan bisa terus menyempurnakan sistem secara teknis,
serta menyediakan pelatithan dan sosialisasi yang lebih praktis dan sesuai
kebutuhan pengguna. Masa transisi juga sebaiknya diiringi dengan dukungan
yang jelas, seperti kehadiran helpdesk atau tim pendamping di lapangan yang
siap membantu ketika terjadi kendala. Kerja sama antara Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) dan asosiasi profesi sangat dibutuhkan untuk memperkuat
komunikasi dan mempercepat adaptasi sistem secara lebih merata dan
menyeluruh. Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi perpajakan bukan hanya
soal teknologi, tetapi juga soal kesiapan sumber daya manusia dan sinergi dari

semua pihak yang terlibat.
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C. Saran
Saran terhadap otoritas pajak, praktisi sebagai konsultan pajak, asosiasi
profesi, dan peneliti berikutnya dengan harapan dapat memberikan alternatif
dan sumbangsih pemikiran.
1. Otoritas Pajak
Otoritas Pajak diharapkan agar terus melakukan penyempurnaan
terhadap core tax administration system, terutama dalam hal kestabilan
teknis dan kecepatan akses. Selain itu, pelatithan dan sosialisasi yang
diselenggarakan oleh otoritas pajak hendaknya tidak hanya fokus pada
sisi teoretis, tetapi juga lebih menekankan pada praktik lapangan yang
langsung dihadapi oleh konsultan pajak. Penyediaan materi dalam bentuk
simulasi kasus atau panduan teknis yang mudah dipahami akan sangat
membantu proses adaptasi pengguna.
2. Konsultan Pajak
Bagi konsultan pajak, penting untuk terus meningkatkan literasi
digital dan kesiapan menghadapi perubahan sistem administrasi
perpajakan. Mempelajari fitur-fitur core tax administration system
dengan melihat pada vidio tutorial yang telah disediakan oleh otoritas
pajak, berdiskusi aktif dalam komunitas profesi, serta mengakses
informasi terbaru dari otoritas pajak akan menjadi bekal penting dalam
menyikapi transformasi digital yang sedang berlansung. Konsultan pajak
juga diharapkan lebih proaktif dalam memberi masukan kepada otoritass

pajak mengenai kendala teknis yang dihadapi di lapangan, sehingga
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terjadi dialog dua arah yang membangun antara pengguna dan penyedia
sistem.
Asoiasi Profesi

Asosiasi profesi seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI),
berperan sebagai jembatan antara konsultan dan otoritas pajak perlu
diperkuat. Asosiasi diharapkan dapat menjadi pusat informasi, pelatihan,
dan advokasi yang aktif dalam mengawal proses digitalisasi perpajakan.
Forum diskusi, seminar praktis, dan penyusunan modul pelatihan yang
berbasis pengalaman langsung para anggota akan sangat bermanfaat
dalam meningkatkan kesiapan kolektif profesi terhadap sistem baru.
Peneliti Berikutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan
informan dan wilayah penelitian agar temuan yang diperoleh dapat lebih
beragam dan menggambarkan kondisi secara lebih menyeluruh.
Penelitian di masa mendatang juga dapat mengembangkan pendekatan
kuantitatif atau campuran untuk menguji secara lebih luas pengaruh
berbagai variabel terhadap tingkat adopsi teknologi dalam profesi

perpajakan.
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